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ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja pada Pegawai Negeri Sipil. Subjek penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil berjumlah 66 orang dengan ciri  minimal berusia 22 tahun dan masa kerja minimal satu tahun. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan skala persepsi terhadap kompensasi dan skala disiplin kerja. Hasil analisis data menggunakan teknik analisis data product moment dari Karl Pearson menunjukan bahwa besarnya koefisien korelasi antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja adalah rxy : 0,461 (p<0,01). Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan positif antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja, artinya semakin positif persepsi terhadap kompensasi maka disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil semakin tinggi, sebaliknya semakin negatif persepsi terhadap Kompensasi maka semakin rendah disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. Variabel persepsi terhadap kompensasi memberikan sumbangan efektif sebesar 21,3% terhadap munculnya disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil.  

Kata kunci : persepsi terhadap kompensasi, disiplin kerja. 
PENDAHULUAN.

 Ilmu psikologi industri dan organisasi sangat berhubungan erat dengan pemahaman dan penjabaran perilaku manusia. Keefektifan setiap organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku manusianya. Manusia merupakan sumber daya yang umum bagi semua organisasi, satu prinsip yang penting dalam psikologi ialah setiap manusia berbeda-beda, setiap manusia mempunyai keunikan persepsi, kepribadian, pengalaman hidup, dan perbedaan sikap, keyakinan serta tingkat cita-cita (Kartono, 2001). Hal ini menunjukan setiap individu yang masuk dalam organisasi akan membawa “muatan psikologisnya” masing-masing yang berarti setiap orang yang berlainan cenderung berperilaku lain walaupun dalam lingkungan yang sama (Usmara, 2003).

Semua organisasi atau perusahaan pasti mempunyai standar perilaku yang harus dilakukan dalam hubungan dengan pekerjaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan menginginkan para pegawai untuk mentaatinya sebagai upaya untuk mencapai serta meningkatkan produktivitas kerjanya. Namun demikian tidak mudah dalam mencapai produktivitas secara optimal karena banyak faktor yang menghambat untuk mencapainya, salah satunya dengan adanya perilaku pegawai yang tidak disiplin. Kedisiplinan menjadi bagian yang penting bagi suatu organisasi dalam peningkatan produktivitas kerja (Mangkunegaran, 2001). Penegakkan kedisiplinan pegawai menjadi hal yang penting dalam suatu organisasi sebab kedisiplinan akan membuat pekerjaan yang dilakukan semakin efektif dan efisien, bila kedisiplinan tidak dapat ditegakkan kemungkinan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi tidak akan dicapai.

Davis (dalam Mangkunegaran, 2001) menyatakan disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi, sedangkan Nitisemito (dalam Amriany dkk, 2004) mengartikan kedisipinan kerja sebagai sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap perarturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak ketika menerima sanksi-sanksi bila melanggar tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan organisasi 

Kedisiplinan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat diperlukan, sebagai penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah memiliki tugas mengabdi pada kepentingan rakyat dituntut untuk mempunyai sikap mental yang sesuai untuk tercapainya pembangunan nasional. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Kepegawaian no.43 tahun 1999 yang isinya “PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan”. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa kedudukan dan peranan pegawai negeri sangat menentukan, karena pegawai negeri merupakan aparatur negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Schult (dalam Helmi, 1996) berpendapat ada beberapa faktor yang menentukan kualitas kerja yaitu; tingkat kecerdasan, bakat, sifat kepribadian, tingkat pendidikan, kulitas fisik, etos kerja dan disiplin kerja.  


Gerakan Disiplin Nasional (GDN) yang dicanangkan pemerintah untuk  PNS salah satunya dengan diadakannya razia PNS ditempat-tempat umum seperti; toko-toko, pasar, atau pusat-pusat perbelanjaan pada jam kerja. Dalam  kenyataanya di media cetak maupun elektronik banyak memberitakan dijumpainya PNS yang melakukan pelanggaran disiplin kerja seperti masuk kerja terlambat, tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, keluyuran pada jam dinas bukan dalam rangka tugas dan masih banyak lagi. Sebagai contoh kasus di Semarang, sedikitnya ada 25 PNS terjaring satpol PP yang menggelar razia disiplin kerja saat jam kerja disejumlah pusat perbelanjaan (Suara Merdeka, 10 Mei 2006). Kasus lain di Bandung, Pemerintahan Propinsi (Pemprop) Jawa Barat diwarnai bolos kerja serentak pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran. Menurut catatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemprop Jawa Barat tercatat lebih dari 600 dari 8578 PNS dan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemprop Jawa Barat bolos pada hari pertama kerja pasca libur lebaran (Republika, 31Oktober 2006). Selain itu dalam setahun terakhir Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah melakukan pemecatan secara tidak hormat kepada sedikitnya 400 PNS di seluruh Indonesia karena melakukan pelanggaran disiplin kerja, korupsi, hingga kasus obat-obatan terlarang (www.bapennas.go.id). Seharusnya di lingkungan aparatur pemerintah sangat diharapkan dapat diciptakan dan dikembangkan sistem nilai berupa disiplin nasional agar menjadi kebiasaan hidup di dalam dan di luar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur aparatur maupun sebagai anggota masyarakat.   

Menurut penelitian Purnomo (1994), disiplin kerja PNS yang bekerja di instansi non pendidikan di daerah Istemewa Yoyakarta mengalami penurunan dari 60% menjadi 40%. lebih  lanjut Muhadjir (1994) menunjukkan terjadinya penurunan disiplin kerja PNS tersebut disebabkan oleh  kurang sadarnya para pekerja untuk menghargai jam kerja, ketidakpuasan dengan upah, gaya kepemimpinan yang dipersepsi negatif, rasa solidaritas tinggi dengan pegawai lain yang melakukan pelanggaran disiplin dan lemahnya sanksi yang diterapkan oleh instansi kerja. Selain itu sikap hidup masyarakat Indonesia dalam hubungan kerja menurut Kamaludin (1983) lebih mengutamakan orientasi pada sifat kekeluargaan dari pada orientasi pada prestasi kerja. Hal ini dapat dilihat pada berbagai lapangan pekerjaan baik disektor pemerintah maupun swasta yang muncul seperti masalah kurangnya disiplin kerja, tidak rasionalnya dalam penilaian atas jasa dibandingkan dengan prestasi kerja, tidak adanya keberanian pemimpin dalam bertindak terhadap kecurangan-kecurangan atau kelemahan-kelemahan anggota perusahaan.
Pegawai negeri yang mempunyai disiplin kerja tinggi berarti pegawai negeri yang mampu mematuhi semua peraturan yang berlaku di instansi tempat dia bekerja. Menurut pendapat Anoraga dan Suyati (1995) perilaku disiplin kerja dapat dilihat dari: (1) kepatuhan karyawan pada jam kerja, (2) kepatuhan karyawan pada perintah atasan serta tata tertib yang berlaku, (3) penggunaan dan pemeliharaan alat-alat perlengkapan kantor dengan hati-hati (4) bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditetapkan oleh organisasinya, dan (5) kegairahanya dalam bekerja.     

Menurut Anoraga dan Suyati (1995) Banyak faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kerja yaitu: (1) kepuasasn kerja, merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaanya yaitu perasaan senang atau tidak senang pegawai terhadap pekerjaanya. (2) iklim kerja, iklim kerja yan kondusif dalam lingkungan pekerjaan pegawai dapat mendorong pegawai untuk bekerja lebih baik, seperti adanya komunikasi yang baik antar pegawai dan pola kepemimpinan atasan yang respek terhadap kebutuhan pegawainya. (3) tingkat upah, upah yang tinggi pada pegawai diharapkan akan lebih mendorong pegawai untuk bekerja lebih baik, bersemangat dan berdisiplin. Upah merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan organisasi pada pegawainya. Kedisiplinan tidak semestinya hanya dihadapkan dengan peraturan dan sanksi saja tetapi juga harus diimbangi dengan tingkat kesejahteraan yang cukup artinya, penghasilan yang diperoleh pegawai mampu meningkatkan taraf hidup pegawai dengan layak. Dengan tercapainya kesejahteraan karyawan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan dapat lebih termotivasi untuk bersikap disiplin sehingga pekerjaan dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin (Amriany dkk, 2004).
PNS selain sebagai Sumber Daya Manusia yang merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu instansi, disisi lain juga sebagai mahkluk yang mempunyai pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan-harapan tertentu (Hasibuan, 1994). Keadaan ini menjadikan PNS sebagai aset yang harus ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya, untuk mencapai itu maka instansi harus mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong dan memungkinkan pegawai untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta ketrampilan yang dimiliki secara optimal. Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh instansi adalah dengan memberikan imbalan yang berupa kompensasi.

 Handoko (1994) mendifinisikan kompensasi sebagai segala sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka, bila kompensasi diberikan secara benar para pegawai akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk mencapai sasaran-sasaran oganisasi. Kompensasi penting bagi pegawai sebagai individu, karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran, nilai karya mereka diantara para pegawai itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Tingkat kompensasi pegawai menentukan skala kehidupanya sedangkan kompensasi relatif menunjukan status, martabat dan harga mereka (Pantjadjati dan Khusaini, 2003). Oleh karena itu bila pegawai memandang kompensasi mereka tidak memadahi maka prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja mereka turun.
Michael dan Harold (dalam Pantjadjati & Khusaini, 2003) membagi kompensasi dalam tiga bentuk yaitu, kompensasi material, sosial, dan aktivitas. Kompensasi material berwujud uang, tunjangan dan segala bentuk penguat fisik misalnya, fasilitas kantor. Sedangkan kompensasi sosial berhubungan erat dangan dengan kebutuhan berinteraksi dengan orang lain misalnya, rekreasi dan kelompok kerja. Kompensasi aktivitas merupakan kompensasi yang mampu memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berupa kesempatan yang dimiliki pegawai untuk melakukan aktivitas diluar pekerjaan rutinnya sehingga tidak timbul kebosanan kerja. 

Lawler (1983) menyatakan kompensasi sebagai Imbalan dapat mempengaruhi perilaku yang menentukan keefektifan organisasi. Cara pemberian imbalan mempengaruhi kemangkiran, produktivitas, dan mutu pekerjaan yang mereka lakukan. Locke (dalam Lawler, 1983) membuktikan kuatnya pengaruh imbalan terhadap produktivitas kerja dengan hasil perangsang imbalan menghasilkan sumbangan paling tinggi yaitu 30%, penetapan sasaran menghasilkan 18%, pemekarya kerja menghasilkan 17% dan peran serta hanya menghasilkan 0,5%. Gaji, bonus dan tunjangan adalah beberapa aspek yang penting dalam sistem kompensasi. Landasan sistem pemberian kompensasi diIndonesia adalah UUD 45 pasal 27 ayat 2 dan penjabaranya dalam hubungan industrial PANCASILA. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah; (1) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang, (3) memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Sistem penggajian di Indonesia pada PNS menggunakan gaji pokok yang didasarkan pada pangkat dan masa kerja, pangkat pegawai umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, dengan kata lain penentuan gaji pokok pegawai sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya. Sistem penggajian yang tidak berdasarkan dengan prestasi kerja akan terkesan kurang mendorong karyawan melakukan disiplin dalam bekerja karena tidak ada penilaian yang berbeda antara karyawan yang bersikap disiplin dan yang tidak disiplin, semua diperlakukan sama sehingga karyawan tidak termotivasi untuk bersikap disiplin dalam melaksanakan kerjanya (www.bkn.go.id)    

Pentingnya kompensasi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh pada kedisiplinan kerja PNS sulit untuk ditaksir, karena tergantung pada persepsi pegawai mengenai kompensasi yang nampaknya sangat subyektif. Adapun pengertian dari persepsi itu sendiri menurut Pareek (1984) adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mereka mengenai realitas itu sendiri, suatu obyek yang sama belum tentu dipersepsikan sama pula pada masing-masing individu. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa persepsi terhadap kompensasi diartikan sebagai tafsiran dan pandangan dari individu terhadap balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada pegawainya. Persepsi seorang PNS terhadap kompensasi memiliki kekuatan mempengaruhi perilaku kerjanya termasuk perilaku disiplin. Besarnya kompensasi yang diberikan kepada PNS dipersepsikan secara berbeda oleh masing-masing PNS. Noe (dalam Pantjajati dan Khusaini, 2003) menyatakan seorang pegawai mempersepsikan bahwa antara pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya kompensasi yang telah diberikan sesuai maka pegawai akan termotivasi untuk menunjukan perilaku kerjanya dengan baik begitupun sebaliknya, ketika seorang pegawai, mempersepsikan antara pekerjaan yang dilakukan dengan besarnya kompensasi yang diterima tidak sesuai maka dimungkinkan pagawai tidak akan termotivasi untuk menunjukan perilaku kerja yang baik. Motivasi kerja yang tinggi akan meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi pegawai, menciptakan suasana dan hubungan yang baik serta meningkatkan kreativitas dan partisipasi pegawai (Hasibuan,1996). Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut, kompensasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan pegawai negeri akan dipersepsikan secara positif. Persepsi positif  terhadap kompensasi menjadi motivasi bagi pegawai untuk bersikap disiplin sebagai wujud timbal balik bagi pegawai negeri pada organisasinya, begitupun sebaliknya kompensasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan pagawai akan dipersepsikan negatif yang tidak akan memotivasi pegawai untuk bersikap disiplin dalam kerjanya. 

Pegawai yang tidak puas dengan kompensasi yang dia terima selama ini akan berakibat pegawai tersebut mempunyai sikap tidak peduli lagi dengan kepentingan organisasi serta lingkungan tempat kerjanya. Apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif  khususnya bila terjadi pada instansi pemerintahan yang bertujuan melayani kepentingan rakyat yang seharusnya memiliki kredibilitas yang baik untuk membangun kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menjawab apakah ada hubungan antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja pada PNS?

LANDASAN TEORI.

A. DISIPLIN KERJA
Hasibuan (dalam Aritonang, 2005) mendefinisikan disiplin sebagai kesadaran seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin menurut Dharmodiharjo (dalam Asnawi dan Bachroni, 1999) adalah sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Pendapat serupa juga dikatakan Sinungan (1992), bahwa disiplin adalah suatu sikap (tingkah laku atau perbuatan) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Gibson (dalam Amriany dkk, 2004) disiplin adalah penggunaan beberapa bentuk hukuman atau sanksi jika karyawan menyimpang dari aturan.

Davis (dalam Mangkunegaran, 2001) mengemukakan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Aritonang (2005) menyatakan bahwa Disiplin kerja merupakan kemampuan seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkanitmen anggota terhadap organisasi merupakan hal yang sangat penting dan perlu ditumbuhkembangkan dalam diri anggota demi kemajuan dan kelangsungan hidup sebuah organisasi. 

Gibson (Asnawi & Bachroni,1999) mengemukakan bahwa disiplin yang merupakan sikap mental mengandung keterkaitan dengan aspek-aspek sikap antara lain;

a
Aspek afeksi yaitu aspek yang dipelajari dari orang tua atau keluarga, guru, teman sejawat. Misalnya: rasa benci, simpatik terhadap obyek tertentu.

b. Aspek kognitif yaitu aspek yang berhubungan dengan proses berpikir dengan tekanan khusus kepada rasionalitas dan logika, ini berarti perwujudan pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan dengan cara tertentu.

c. Aspek perilaku yaitu aspek yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak menghadapi sesuatu dengan cara tertentu.


Berdasar pendapat dari Hasibuan (1990) dan pendapat Black (dalam Amriany dkk, 2004) diketahui bahwa aspek-aspek disiplin kerja meliputi hal-hal berikut:

a. Kehadiran, pegawai yang dijadwalkan untuk bekerja harus datang atau hadir pada waktunya tanpa ada paksaan apapun.

b. Waktu kerja, waktu yang ditentukan saat bekerja harus hadir untuk memulai pekerjaan dan dapat meninggalkan pekerjaan saat waktu kerja telah usai.

c. Kepatuhan terhadap perintah, kepatuhan terjadi apabila seseorang melakukan apa yang diperintahkan.

d. Produktivitas kerja, produktivitas kerja diartikan sabagai suatu layanan atasan terhadap kesesuaian antara layanan yang diberikan secara keseluruhan.

e. Kepatuhan terhadap peraturan, serangkaian aturan-aturan yang dimiliki organisasi yang merupakan ikatan bagi seseorang atau karyawan agar patuh. Hali ini akan membentuk keyakinan, sikap dan perilaku individu tersebut menurut standar kelompok yang ada dalam suatu organisasi.

f. Pemakaian seragam, setiap karyawan terutama di lingkungan organisasi menerima seragam kerja setiap dua tahun sekali.

Menurut Anoraga dan Suyati (1995) disiplin kerja dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: 

a. Kepuasan Kerja, merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaanya, yaitu perasaan senang pegawai terhadap pekerjaanya. Apabila seorang pegawai merasa puas dengan pekerjaanya maka pegawai akan memberikan sikap yang baik pula pada pekerjaannya termasuk perilaku disiplin dalam bekerja.

b. Iklim Organisasi, iklim organisasi yang kondusif dalam lingkungan kerja dapat mendorong pegawai untuk bekerja yang lebih baik, seperti adanya kerja sama terhadap peraturan yang berlaku, yaitu perilaku patuh dan taat.

c. Tingkat Upah, merupakan besarnya imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada pegawainya. Apabila imbalan yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan yang diharapkan oleh pegawainya maka pegawai akan lebih terdorong untuk bekerja lebih baik, bersemangat dan berdisiplin.

B. PERSEPSI TERHADAP KOMPENSASI 
Sebagian tingkah laku dan penyesuaian diri individu ditentukan oleh persepsi. Tingkah laku dan sikap individu terhadap suatu objek tergantung dari tanggapan individu terhadap suatu objek tersebut lewat persepsinya. Persepsi menurut kamus Bahasa Indonesia adalah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera, sedangkan menurut Pareek (1984) persepsi merupakan proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi pada rangsangan panca indera atau data.

Persepsi juga didefinisikan sebagai suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, proses tersebut dimulai dari diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera yang berfungsi sebagai alat reseptor. Stimulus yang di indera kemudian akan diorganisasikan oleh individu dan di interpretasikan sehingga individu akan menyadari, mengerti tentang apa yang di indera itu,  melalui persepsi seseorang memproses informasi menjadi suatu keputusan dan tindakan  (Walgito, 1992)

Moskowitz dan Orgel (dalam Walgito, 1997) menyatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan persepsi yaitu;

a. Obyek yang dipersepsi, stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu dan dari dalam diri individu yang langsung mengenai syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang dari luar individu.

b. Alat indera , syaraf, dan pusat susunan. Syaraf Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran.

c. Perhatian, untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh dan seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan obyek

Sesuatu yang dipersepsikan oleh individu selain tergantung pada stimulus juga tergantung dari keadaan individu itu sendiri. Cara individu melihat, mengorganisasikan, menginterpretasikan stimulus itu bersifat individual. Proses penggerakkan suatu obyek yang berada disekitar lingkungan individu akan segera ditangkap, kemudian diorganisasikan yang seterusnya dilakukan penilaian menurut pandangan yang dianut oleh individu untuk kemudian dilakukan respon, proses penginderaan dam penilaian tersebut disebut proses persepsi ( Walgito, 1997 ).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses menerima, mengorganisasikan, dan memberikan intepretasi terhadap informasi yang diterima.

Adapun pengertian kompensasi menurut Handoko (1994) adalah sebagai segala sesuatu yang diterima oleh para pegawai sebagai balas jasa untuk kerja mereka, sedangkan Simamora (1997) mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima oleh para pegawai sebagai ganti kontribusi mereka pada organisasi. Kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-imbalan finansial (financial rewards) yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi.

Hariandja (2002) menyatakan bahwa kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanakan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang dan lainya, yang dapat berupa gaji atau upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainya seperti tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Handoko (1994), Simamora (1997) dan Hariandja (2002) dapat disimpulkan pengertian dari kompensasi adalah pemberian keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, Sehingga diperoleh pengertian dari persepsi terhadap kompensasi adalah pemahaman, yang kemudian mengartikan serta memberi tanggapan terhadap keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atas kerjanya.

am kehidupan sehari-hari manusia selalu dihadapkan pada berbagai stimulus, baik fisik maupun non fisik dan reaksi yang ditimbulkan dalam merespon stimulus antara individu satu dengan yang lain biasanya berbeda, hal ini disebabkan perbedaan pengalaman, kebutuhan dan harapan masing-masing. Melalui stimulus yang diterima tersebut, maka individu akan melakukan proses persepsi.


Soeprihanto (1987) mengemukakan unsur-unsur dari program kompensasi dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Finansial yang terdiri dari:

(1) 
Lansung, merupakan kompensasi yang diberikan secara langsung misalnya: upah, gaji, komisi, bonus.

(2) Tidak lansung, merupakan salah satu bentuk kompensasi yang diberikan secara tidak langsung misalnya: berbagai jenis asuransi, jaminan sosial.
b. Non finansial yang terdiri dari:


(1) Tugas atau pekerjaan , kompensasi yang berwujud berbagai kesempatan, daya tarik dan tanggung jawab yang ada dalam suatu jabatan atau pekarjaan.

(2) Lingkungan kerja, kompensasi yang berwujud kesejahteraan yang diberikan dapat berupa berbagai jenis lingkungan pekerjaan yang mendorong dan menumbuhkan suasana kerja yang baik dan sehat.

 Persepsi terhadap kompensasi merupakan tanggapan pegawai mengenai kompensasi yang diterimanya. Kompensasi tersebut akan di indera kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan kemudian pegawai akan memberi tanggapan yang bersifat positif atau negatif. Kompensasi memiliki aspek-aspek yang akan dipersepsi secara berbeda-beda oleh pegawai. Aspek-aspek yang ada dalam kompensasi itulah yang harus diperhatikan oleh organisasi dalam menentukan bentuk kompensasi bagi pegawainya. Siagian (1993) menyatakan aspek-aspek kompensasi meliputi:
a. Daya tarik, pegawai mengintepretasikan bahwa  kompensasi yang diterima memiliki daya tarik bagi dirinya untuk tetap bertahan didalam organisasi artinya pegawai merasa senang dengan kompensasi yang dia terima selam ini.

b.  Prinsip Keadilan, pegawai merasa bahwa kompensasi yang diterima   memiliki keadilan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal artinya pegawai yang memiliki jenjang pangkat dan tugas sejenis mendapat kompensasi yang sama dan secara eksternal artinya tingkat kompensasi yang berlaku di organisasi-organisasi yang bergerak dalam kegiatan sejenis  juga dapat bersaing.
c. Menghargai perilaku positif, pegawai mengintepretasikan bahwa Kompensasi yang diterimanya sudah mencerminkan penghargaan organisasi terhadap perilaku positif seperti prestasi kerja, pengalaman, kesetiaan, kesediaan memikul tangguang jawab lebih besar.

d. Pengendalian Pembiayaan, pegawai merasa kompensasi yang diterima tidaklah sedemikian tinggi sehingga menjadi beban yang berat untuk dipikul organisasi, tetapi juga tidak sedemikian rendah.
e. Kepatuhan Kepada Peraturan Perundang-undangan, pegawai mengintepretasikan bahwa kompensasi yang diterimanya sudah mematuhi ketentuan normatif yang biasa dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang mencakup berbagai hal seperti hak cuti, upah minimum, upah lembur, keselamatan kerja, kehidupan pegawai wanita, pembatasan umur kerja dan asuransi.
f. Berdaya dan Berhasil Guna, pegawai merasakan sistem kompensasi yang diterima mudah diterapkan dalam prakteknya, hal ini sangat penting karena baik buruknya suatu sistem kompensasi terlihat pada pelaksanaanya
Persepsi yang positif terhadap kompensasi sangat dibutuhkan karena hal tersebut memberikan kepuasan dalam kerja dan dapat mendorong pegawai untuk berprilaku dan bekerja sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Sikap tersebut merupakan wujud bahwa pegawai memiliki disiplin yang tinggi terhadap organisasi. Sebaliknya bila pegawai memiliki persepsi terhadap kompensasi negative maka pegawai menampilkan perilaku yang tidak sesuai dengan yang diharapkan organisais. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap pegawai sehari-hari seperti terlambat masuk kantor, menurunya gairah kerja, penyelesaian kerja yang lambat, dan sering terjadi konflik antar pegawai dan organisasi.  
Permasalahan yang dapat dikemukakan adalah apakah ada hubungan antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja?

Hipotesis yang diajukan kompensasi dengan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan semakin positif persepsi terhadap kompensasi maka semakin tinggi disiplin kerja, dan sebaliknya semakin negatif persepsi terhadap kompensasi maka semakin rendah disiplin kerjanya. 

METODE.


Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu, variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah Disiplin kerja. dan variabel bebasnya adalah Persepsi terhadap Kompensasi. 

Disiplin Kerja adalah kesadaran untuk mentaati semua peraturan yang berlaku secara terus-menerus baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang di dalamnya terdapat beberapa bentuk hukuman atau sanksi jika ada yang melakukan penyimpangan. Tingginya disiplin kerja diukur dengan menggunakan skala disiplin kerja yang dibuat peneliti berdasarkan kesimpulan dari aspek disiplin kerja yang dikemukakan oleh Hasibuan dan Black (dalam Amriany dkk, 2004) serta Anoraga dan Suyati (1995) yang meliputi pemahaman terhadap peraturan kerja, kepatuhan terhadap pelaksanaan kerja, kepatuhan terhadap perintah atasan sesuai dengan tata-tertib yang berlaku, kepatuhan terhadap waktu kerja dan kesadaran dalam menggunakan perlengkapan kerja serta peralatan kerja dengan baik. Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek berarti semakin tinggi disiplin kerja yang dimiliki subyek. Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh subyek menunjukkan rendahnya disiplin kerja yang dimiliki oleh subyek.

Persepsi terhadap Kompensasi adalah pemahaman yang kemudian mengartian serta memberi tanggapan terhadap keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atas kerjanya. Persepsi terhadap kompensasi pada PNS diukur dengan skala persepsi terhadap kompensasi, aspek yang diungkap dalam skala persepsi terhadap kompensasi berdasarkan pendapat dari Siagian (1993) yaitu daya tarik, prinsip keadilan, menghargai perilaku positif, pengendalian pembiayaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berdaya dan berhasil guna. Semakin tinggi skor yang diperoleh PNS maka semakin positif persepsinya terhadap kompensasi begitupun sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh maka semakin negatif persepsi terhadap kompensasi.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan skala yang terdiri dari empat alternatife jawaban yaitu sangant sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS).

Sebelum digunakan untuk penelitian terlebih dahulu dilakukan uji coba skala untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur. Uji coba dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di empat kecamatan yaitu, Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Gondomanan, dan Kecamatan Wirobrajan yang seluruh subyek berjumlah 45 orang. Hasil dari analisis data menu nujukan skala disiplin kerja 49 aitem terdapat 43 aitem valid dan 6 aitem gugur. Koefisien validitas aitem Skala Disiplin kerja berkisar antara 0,3080 sampai dengan 0,6257. Berdasarkan hasil analisis terhadap aitem-aitem valid diperoleh koefesien reliabilitas alpha sebesar 0,9017Artinya pengukuran Skala disiplin kerja memiliki tingkat kepercayaan sebesar 90,17 %. Sedangkan skala persepsi terhadap kompensasi dari 48 aitem terdapat 44 aitem valid dan 4 aitem gugur. Koefisien validitasnya berkisar antara 0,3024 sampai dengan 0,6179, sedangkan koefisien reliabilitas alpha sebesar 0,9197. Artinya pengukuran Skala persepsi terhadap kompensasi memiliki tingkat kepercayaan sebesar 91,97%.


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. Pertimbangan yang mendasari penggunaan analisis statistik ini adalah statistik bekerja dengan angka, bersifat subjektif, dan universal (Hadi,1984).


Metode analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian ini adalah teknik analisis korelasi Product Moment dari Karl Pearson, karena hendak menguji hubungan antara dua variabel dengan jenis data interval. Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja PNS. Analisi data dilakukan menggunakan program statistik SPSS For Windows Versi 10.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Berdasarkan uji korelasi dengan menggunakan teknik korelasi product moment, diperoleh nilai koefisien korelasi antara variabel persepsi terhadap Kompensasi dan variabel terhadap kompensasi sebesar rxy = 0,461 dengan taraf signifikansi 0,000 (p<0,01), artinya ada hubungan positif antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja PNS atau hipotesis yang diajukan peneliti dapat diterima. Dalam penelitian ini berarti semakin tinggi persepsi terhadap kompensasi maka semakin tinggi disiplin kerja PNS sebaliknya, semakin rendah persepsi terhadap kompensasi maka semakin rendah pula disiplin kerja PNS.
KESIMPULAN DAN SARAN.

A. KESIMPULAN.


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut, ada korelasi positf antara persepsi terhadap kompensasi dengan disiplin kerja. Korelasi positif mengandung pengertian bahwa semakin positif atau tinggi persepsi terhadap kompensasi maka semakin tinggi disiplin kerjanya dan sebaliknya semakin negatif atau rendah persepsi terhadap kompensasi maka semakin rendah disiplin kerjanya pegawai.



Sumbangan efektif yang diberikan persepsi terhadap kompensasi terhadap disiplin kerja sebesar 21,3%, artinya persepsi terhadap kompensasi mempunyai peranan atau pengaruh pada disiplin kerja sebesar 21,3% yang 78,7% dipengaruhi oleh variabel lain.



Kategorisasi terhadap subyek penelitian, menunjukkan bahwa secara umum subyek memiliki persepsi terhadap kompensasi yang sedang. Subyek penelitian digolongkan sebagai individu yang mempunyai persepsi terhadap kompensasi yang cukup baik. Kategorisasi terhadap skor disiplin kerja pada subyek tergolong sedang yaitu dengan 30 subyek atau 45,6% subyek penelitian secara umum tergolong memiliki disiplin kerja yang baik. Bardasarkan kategorisasi di atas dapat disimpulkan bahwa subyek penelitian memiliki persepsi terhadap kompensasi yang sedang dan memiliki disiplin kerja yang sedang pula.

B. SARAN


1. Bagi Instansi 



Berdasarkan hasil penelitian, persepsi terhadap kompensasi mempunyai hubungan yang positif dengan disiplin kerja. Hal ini dapat dijadikan acuan bagi instansi dalam mempertahankan dan meningkatkan disiplin kerja pegawai dengan memperhatian kebutuhan-kebutuhan pegawai melalui kompensasi.

2. Bagi Subyek Penelitian


Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel persepsi terhadap kompensasi dan variabel disiplin kerja berada pada kategorisasi yang tinggi. Dengan demikian pegawai disarankan untuk mempertahankan keadaan tersebut dengan terus menciptakan persepsi terhadap kompensasi yang positif yang pada akhirnya dapat menciptakan disiplin kerja, sehingga kasus pelanggaran disiplin dapat dikurangi. 
3. Bagi Peneliti selanjutnya.



Peneliti selanjutnya hendaknya mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi disiplin kerja misalnya keteladanan pimpinan, pengawasan, perhatian para pegawai dan diciptakanya kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin kerja. Sebaiknya peneliti juga melakukan pengambilan subyek yang lebih luas tidak terbatas pada instansi di kecamatan saja, tetapi juga pada instansi lain.
DAFTAR PUSTAKA

Amriany, F, Probowati, Y & Atmadji, G. 2004. Iklim Organisasi yang Kondusif Meningkatkan Kedisiplinan Kerja. Jurnal Psikologi, vol 19 no 2,179-193.

Anoraga, P & Suyati, S. 1995. Psikologi  Industri dan Social. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Aritonang, T.K. 2005. Kompensasi kerja, Disiplin Kerja Guru dan Kinerja Guru SMP Kristen BPK Penabur. Http://www.bpkpenabr.or.i/kps-jk/berita/artikel14 .htm. Diakses tanggal 24 januari 2007 
As’ad. 1986. Psikologi Industri. Yogyakarta: Liberty

Azwar, S. 2003. Penyusunan Skala Psikologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, S.2004. Dasar-Dasar Psikometri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Asnawi, Bachoroni. 1999. Ketertiban Tugas dengan Disiplin terhadap peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jurnal Psikologi. No.2. Hal 78-85. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.  
Badan Kepegawaian Negara. 2007. Rancang Bangun Model Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. www.bkn.go.id. Diakses tanggal 17 Maret 2007.
Bappenas. 2006. Tahun 2006 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Dijatuhi Sanksi Lebih Besar jika Dibandingkan pada Tahun 2005. Http//perpustakaan.bappennas.go.id. Diakses tanggal 24 Januari 2007 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Handoko, T. 1994. Manajemen Pesonalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

Hariandja, E.T.M. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia (pengadaan, pengembangan, pengkompensasian dan peningkatan pegawai). Jakarta: Gramedia Widia Sarana.
Hadi, S. 2000. Statistik Jilid2. Yogyakarta: Andi Ofset.
Hasibuan. 1996. Organisasi dan Motivasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Helmi, F.A. 1996. Disiplin Kerja: Buletin Psikologi, Th IV, No 2, Hal 32-41. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.

Indrawijaya, R. 1983. Perilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru.

Kamaludin, R. 1983. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional dan Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kartono, K. 1994. Psikologi Social untuk Manajemen Perusahaan dan Industri. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Lawler, E. 1983. Sistem Imbalan dan Pengembangan Organisasi (seri manajemen no 75). Jakarta: Pustaka Binaman Presindo.
Lembaran Daerah Kota. Yogyakarta. 2005. No.182

Lestari, E, A. 2005. Hubungan antara Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja dengan Prestasi kerja pada Karyawan Bagian Produksi Di JOB (Joint Operation Body) PERTAMINA. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala.
Mangkunegaran, A. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mahmudi, S. E. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
Monks. F. J. Dkk. 1998. Psikologi Perkembangan. (Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Muhadjir. 1994. Kedisiplinan Kerja di Perusahaan. Yogyakarta: Alpha Betila Indah
Nitisemito, A, S. 1986. Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pantjadjati, S & Khusaini, M. 2003. Kajian terhadap Kepuasan Kompensasi, Komitmen    Organisasi, dan Prestasi Kerja. Http;/ puslit.petra.ac.id/ journals/ management.diakses tanggal 24 Januari 2007.

Pareek, U. 1984. Perilaku Organisasi. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Purnomo, H.T. 1994. Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Evaluasi Departemen Tenaga Kerja . (tidak diterbitkan). Jakarta.

Republika 31 Okrober 2006. Hari Pertama Kerja Pegawai Negeri Sipil Bolos Berjamaah.  www.republika.go.id. Diakses tanggal 24 Januari 2007.

Riswantini, D.D. Pusat Penelitian Informatika. Modul Penggajian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. www.bkn.go.id. Diakses tanggal 17 Maret 2007.

Siagian, P.S.1993. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Simamora, H. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi 2). Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

Sinungan.1992. Produktivitas. Apa dan Bagaimana (edisi 2). Jakarta: Bumi Aksara 

Suara Merdeka. Rabu, 10 Mei 2006. Keluyuran, 25 PNS Di Razia. http/ www.suaramerdeka.com. Diakses tanggal 10 Oktober 2006.

Suhartini. 1999. Keadilan Dalam Pemberian Kompensasi. Jurnal Siasat Bisnis. No. 4, Vol. 2, hal. 113-120. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
Sjabadhyni, B. Herlambang, S. 2005. Makna Uang Menurut Jabatan dan Latar Belakang Sosio-kultural. Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia dari Perspektif Psikologi Industri dan Organisasi. Hal 145-183.  Yogyakarta: Bagian Psikologi Fakultas Universitas Indonesia.
Soeprihanto, J. 1987. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE.
Suparlan. 2006. Hubungan Persepsi terhadap Karakteristik Pekerjaan dengan Etos Kerja pada Pegawai Negeri Dinas Kesehatan Propinsi DIY. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Wangsa Manggala.
Sutoyo, S. 1986. Manajemen Perusahaan Indonesia. Jakarta  Pusat. Pustaka Binaman Pressindo.
Usmara, A. 2003. Handbook of Organization (kajian dan teori organisasi). Yogyakarta: Amara Books. 
Walgito, B. 1997. Pengantar Psikologi umum. Yogyakarta: Andi Offset.

Wiwik, S. 2006. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Disiplin Kerja Karyawan. Skripsi (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Wangsa Manggala.





















1


